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SDM DAN ORGANISASI 
a.​Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah 

pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan 

berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi 

hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 20 Tahun 

2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian 

Kominfo). 

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan 

baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung 

jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum 

yang dibutuhkan. 

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang 

Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 

(JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 

054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 tanggal 01 Juni 2024. Keputusan tersebut 

berlaku hingga saat ini dikarenakan tidak terdapat perubahan struktur terkait tim 

pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). 

Berikut dokumentasi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Semarang Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi 

Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Semarang Nomor 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 dalam bentuk scan sebagai 

berikut: 
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Dokumentasi SK Nomor 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 
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b.​Susunan Pengelola JDIH 
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Semarang telah membuat susunan Tim Anggota terdapat dalam 

lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  

Kabupaten  Semarang  Provinsi  Jawa  Tengah dengan Nomor : 

054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Semarang tertanggal 01 Juni 2024 yang telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 

2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas 

Pemilihan Umum sebagai berikut: 

Dokumentasi lampiran susunan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang 

 

6  



c.​Keputusan Tim Pengelola JDIH 
​ ​ Surat Keputusan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang diunggah di 

JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang telah mengunggah Surat Keputusan Tim 

Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Semarang terdapat di JDIH Bawaslu ke JDIH Bawaslu 

dengan tautan dan bukti tangkapan layar akun JDIH   sebagai berikut. 
Gambar front-end JDIH Bawaslu 

 
 
 

d.​Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIH. 
Pada tahun 2024, tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang 

belum pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas pengelolaan JDIH 

yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia. Namun pada tahun 2023, tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten 

Semarang pernah mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu dalam menghadapi 

Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang II di Ballroom Hotel Pullman Central 

Park Jakarta pada hari Kamis, 2 November 2023. Kegiatan tersebut juga disertai 
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dengan praktik langsung  teknik penulisan abstrak secara benar oleh tenaga ahli 

Bawaslu RI dan juga hasilnya direview secara detail agar dapat mengoptimalkan 

upaya pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Semarang sekaligus 

mempersiapkan mengikuti penilaian penganugerahan JDIH terbaik (JDIH 

Bawaslu Awards). 
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TEKNIS PENGELOLAAN 

a.​Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum 
Anggota pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam 

melaksanakan tugas penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs 

resmi JDIH Bawaslu selalu berkoordinasi dengan tim pengelola JDIH Bawaslu 

Kabupaten Semarang. 

Dasar penginputan dokumen hukum yaitu ada di pasal 4 Perbawaslu 7 

Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan 

Pengawas Pemilihan Umum yaitu: 

1.​Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; 

2.​Putusan Penyelesaian Sengketa; 

3.​Surat Keputusan; 

4.​Surat Edaran; 

5.​Nota Kesepahaman; 

6.​Perjanjian Kerja Sama; 

7.​Kajian Hukum; dan 

8.​Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota. 
Dokumentasi check back end 
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b.​Kesesuaian Dokumen yang Diunggah 
Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang memastikan dalam 

melaksanakan penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs resmi 

JDIH Bawaslu sesuai dengan dokumen fisik yang ada di Bawaslu Kabupaten 

Semarang. 

 

Dokumentasi kesesuaian dokumen yang diunggah serta pastikan asli dan sudag dicap 
 

c.​Tata Cara Pengunggahan Dokumen Hukum 
Anggota pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam 

melaksanakan tugas penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs 

resmi JDIH Bawaslu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah sekaligus berkoordinasi dengan tim pengelola JDIH 

Bawaslu Kabupaten Semarang.  

Pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan 

pengunggahan dokumen hukum telah sesuai dengan SOP JDIH Bawaslu. Dalam 

proses pengunggahannya ada beberapa hal yang diperhatikan diantaranya: 

1.​ Penulisan judul dokumen hukum 

2.​ Penulisan nomor dokumen hukum 

3.​ Input relasi 

4.​ Ketelitian dalam penulisan abstrak 

5.​ Kesesuaian dokumen yang diunggah 
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Dokumentasi check back end, unggahan dokumen hukum Bawaslu Kabupaten Semarang 

 
 
 

d.​Abstrak pada Produk Hukum yang diunggah 
Produk  Hukum yang diunggah Bawaslu Kabupaten Semarang diantaranya 

Surat Keputusan, surat Instruksi Putusan, Nota Kesepahaman. Dari kesemua 

produk hokum yang diunggah tersebut, hanya produk Putusan yang memiliki 

Abstrak: 

 

Dokumen hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang memiliki abstrak pada JDIH 
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SARANA PRASARANA 
 

a.​Ruang Khusus JDIH 
Bawaslu Kabupaten Semarang secara khusus belum memiliki ruangan JDIH, 

akan tetapi memiliki ruangan pelayanan terpadu yang bisa digunakan untuk JDIH 

dan juga memiliki pojok pengawasan yang terdapat rak/tempat untuk menyimpan 

buku dan produk hukum. 

 

 
Dokumentasi ruang layanan terpadu Bawaslu Kabupaten Semarang 

 
b.​Ruang kerja JDIH 

 pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang juga memiliki ruang kerja 

untuk memudahkan dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

pelestarian, dan pendayagunaan dokuman hukum dan informasi hukum.Diruang 

tersebut tersedia 1 unit PC. Untuk scanner dan printer juga tersedia yang fungsi 

kegunaannya dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar Meja kerja operator JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang 
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c.​Jaringan Internet 
 

Penunjang Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dilengkapi dengan 

jaringan internet dengan provider My Republik dengan kecepatan 150 Mbps. 

 
 

Tangkapan layar uji kecepatan internet yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Semarang dalam 

mendukung pengelolaan JDIH Bawaslu 
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PENGUATAN ORGANISASI DAN KERJASAMA 
1.​ Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan JDIH Bawaslu 

Bawaslu Kabupaten Semarang melaksanakan rapat layanan Hukum yang 

dilaksanakan di Aula Kecamatan Ambarawa yang dihadiri oleh Seluruh 

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Semarang. 

 

Dokumentasi kegiatan rapat layanan Hukum 

 

2.​ Melakukan Study Banding antar anggota JDIHN instansi daerah dalam rangka 

penguatan SDM 

Selama tahun 2024, JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang belum 

melaksanakan study banding secara langsung ke JDIH Daerah. 

3.​ Melakukan konsultasi dokumentasi Hukum ke Pusat JDIH Bawaslu 

Selama periode Tahun 2024 JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang tidak 

melakukan konsultasi ke JDIH Bawaslu RI. 
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DOKUMENTASI HUKUM 
 

 

 

Dokumen hukum yang dimiliki JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang sejak  tahun 

2018 berupa putusan pidana Pemilu, Surat Keputusan, Perjanjian kerjasama, nota 

kesepemahaman, dan  surat instruksi,  dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang 

No Nama Dokumen Jumlah 

1 Surat Keputusan 54 

2 putusan pidana Pemilu 2 

3 Perjanjian kerjasama 9 

4 Nota kesepemahaman 19 

5 Surat Instruksi 4 

Total 88 

 

 
 

Tangkapan layar JDIH 
Bawaslu 

 

Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang Putusan Pidana 
Pemilu 
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Tangkapan layar JDIH Bawaslu 
 

Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang Surat Keputusan, Nota Kesepahaman, Perjanjian 
 

Kerjasama, Surat Instruksi dan Nota Kesepakatan Bersama 
 

 
 

JDIH  Bawaslu Kabupaten Semarang melakukan update Produk Hukum dari 

tahun ke tahun. Produk pertama yang telah diunggah ke JDIH Bawaslu yaitu dari 

tahun 2018 sejumlah   2 (dua) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang, 

tahun 2021 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten 

Semarang, tahun 2022 sejumlah 11 (sebelas) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten 

Semarang, tahun 2023 sejumlah 3 (tiga) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten 

Semarang dan tahun 2024 sejumlah 13 (tiga belas) Produk Hukum Bawaslu 

Kabupaten Semarang. sehingga dari tahun 2018 sampai dengan 2024 terdapat 45 

Produk Hukum yang telah diverifikasi. Namun masih terdapat 36 Produk Hukum 

Bawaslu Kabupaten Semarang yang belum dilakukan verifikasi oleh Bawaslu 

Provinsi Jawa Tengah. Produk hukum  yang diunggah sebagaimana tangkapan 

layar JDIH Bawaslu di bawah ini : 
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Tangkapan Layar produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang telah terverifikasi 

 

 
Tangkapan layar JDIH Bawaslu 

 

Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang belum dilakukan verifikasi 
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SOSIALISASI DAN PROMOSI JDIH BAWASLU 

Pemanfaatan Media Sosial oleh Bawaslu Kabupaten Semarang merupakan 

salah satu inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini 

diharapkan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan lebih luas 

terutama penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kabupaten Semarang melalui Media Sosial seperti Instagram Bawaslu 

Kabupaten Semarang. 
Dokumentasi Sosialisasi dan Promosi JDIH 
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SARAN DAN MASUKAN 
 
1.​ Saran dan Masukan terhadap pengelolaan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu 

 
a.​ Saran terhadap pengelolaan JDIH khususnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota 

terkait dengan verifikator produk hukum, verifikator dilakukan oleh ketua tim 

pengelola JDIH pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mempercepat proses Publikasi produk Hukum. 

b.​ Pusat JDIH Bawaslu diharapkan dapat memberikan penguatan kapasitas bagi 

tim pengelola JDIH Bawaslu di masing-masing satuan kerja. 

c.​ Dokumen hukum Bawaslu RI seperti, Surat Keputusan ataupun Surat Edaran 

yang berkaitan dengan pengawasan tahapan terkadang sulit untuk dicari dalam 

JDIH, sehingga harapannya kedepan dokumen hukum tersebut dapat di lebih 

intens di upload di JDIH. 

 

2.​ Saran dan Masukan terhadap Sistem JDIH Bawaslu 

Terhadap sistem JDIH Bawaslu saat ini sudah makin baik namun akan lebih baik 

jika JDIH Bawaslu memiliki sistem database peraturan perundang-undangan lain yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran, 

Pencegahan maupun penyelesaian sengketa proses.  Berikut contoh sistem database 

peraturan yang di miliki oleh BPK RI. 
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